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Pasal §
Dalam Peraturnn ini yang dimaksud denoan

1. Pemerintah Dacrah adalah Bupati dan nerangkat
pemeriniah dacrh.

calt sehagai unse penyelenggara
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2, Kuasa Bendahar: Umum Dacrah y;

- Bendabare: Pengeluaran adalah pejabot fungsional sang ditunjuk meneri

 Program adalah peajabaran e

Kepala Nearah selanjutiya discbil Bupali o
Dacrah adalab Kabupaten Sarclangun,

Desa sdalah kesatuan masyarakal hukum yang memiliki batas-balis wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan niengurus setempat b
asal-usul dan adat istiadat selempat yang diakui dan dihormati dalam  sistem
Pemerintahan Neyara Kesatuan Republik Indonesia,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APRD adalah rencana
keuangan tahwman pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama olel
pemerintah dacrah dan DPRI) dan ditelapkan dengan peraturan dacrals

Satuan Kerja Perngkat Dacrah vang sehanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat
dacrah pada pemceintah daersh selaku pengguna anggaran/pengpuna har:

Satuan Keria Pengelola Keuangan Dicrah yang sclnjutnva SKPKD ndaluh perangkat
dacrah pada pemcriniah dacrab sclaku pengpuna angparan/pengpuna barang yang jus
melaksenakan pe tpelolaan kevangan dacrah.

Pejabat Pengelols Keuanpan Dearah yang selanjulnya disingkat PPED adalah kepala
satumn kerja rengeloly keuangan dacrah yenp selanjulnya  mempunysi  tugas
‘melaksanakan peagelolan APBD dan bertindak sebagei bendabara umum dacrah,

Dendohara Umurs Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKY yang bertindai
dalam kapasitas «chagai bendahara umum dacrah.

. Pengguna Anggeran adalah pejahat pemegang kewenangan penggtinenn anggaran untuk

melaksanakan tu zas pokok dun fimgsi SKI'D yang dipimpiaya.

. Pengeuna harang adalah pejabat pemeeang kewenamgan pengina barang milik dacrah

sclanjutnya disi
sehagian tigas

kat kuasa BUD adalah pejabat
ndahars wum dacrah

yang diberi kuasy untik melaksar

Kuasa Py
sebagian kewen
SKPD.

aksanakan
2 dan fungsi

1 Anggamn adalah pejabat yang diberi kuasa
n pengguna angyarin dalam melaksamakan sl

Tejabat Penatausahoan Kevangan SKP1 SKPD sdalah

e 2 me'aksankan fungsi tat

sha kenangin pada SKPD,

. Pejabat Pelaksann Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adelah pejabat pada

unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau bebecapa
sesuai dengan bidang tugasnya,

iatan dari sty program

a, meayimpan,
uamz untek keperlumm

dan m
bl doerah dalam sngka pelaksan,

nper
ATRI pada SKT'D

Unit Kerja adalsh bagian SKPD yang melaksanakan satu ata hebarapa progtam

ket SKPD dalam hentuk upaya yang berisi saty alau

Tebih kegiatan dengan menggunal sediakan ik mencopai hesil

rukur sesuii dengan misi SKPTY
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19. Kegiatan adalah bagian dati program yang dilaksinakan olch sato atwu lebih unit keeja
pada SKPD sehogai bagian dari peneapaian sasaran terukie pada suatu program dan
terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal
{sumber daya manusin), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau
kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber day fersebul schngai mosukan
{input) untuk menghasilkan keluaran {output) dakim bentuk harangfass.

. Susaran {target) adalah hasil yung diarapkan dari suatu program st keluaian yang
diharapkan dari suatu kegiatan,

21 Keluaran foutpud) adalsh barang dan jasa yang dihasilkan olch Kegiatan yang
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dankebijakan.

22. Hasil (outeome) adalah sepata sesuni
kegiatan-kegiatan dalam salu program

¢ mencerminkan herfungsinyva keluaran dari

23, Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan aleh Bupati
untuk menampung scluruh penerimaan daerah dan digunakn untuk membayar seluruh
@ pengeluaran daerah.
24. Rekening Kas Umum Daetah adalah rekening tempat penyimpanan vang dacrah yang
ditentukan olch Bupati untuk menampung seluruh’ penerimuan daetah dan digunakan
untuk membayar scluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

25, Delanja Dacrah adalah kewajiban pemerintah dacrah yang diakui sebagai pengurang nilai
kekayaan bersih.

2
4

Surat Penyediaan Dana yang selanjutiya disingkat SPD ada
menyatakan tersedinnya dana untuk melaksanakan &
SPP.

imen yang
penerbitan

s
=]

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutaya disingkat SPP
diterbitkan oleh pcjab&l vang herianggungiawab atas pelaksana
permintaan

yang,
kegintan/hendahara

_ SPP Langsung yang selanjulnya disingkat SEPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh
bendahara penge uaran untuk permintaan pembayaran langsung kepadn pihak ketiga las
dasar perjanjian kontrak kerjn atu surai perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji
dengan jumiah, penerima, kan, din waktu varan tertentn yang
disiapkan oleh PPTK.

e
2

gkal SP'A adalah  dokumen  yung

. Surat - Perintsh  Membayar  sclanjutnye
i aron untuk

digunskandditesh tkan oleh  pengeuna anggarsn/kuasi penggunn
penesbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

s

. Sural Perintah M smbayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adulah dokumen
ng diterbitkan oleh penggune angparan/kvasa pengguna anggaran untik vcncfhmn
SP20 atas beban pengeluarm PPA-SKPT kepada pihak ketiga.

Surat Perintab Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat 8720 adalah dokumen yang
digunakan sehagui dasar pencairan dana yang diterbitkan olch BUT berdasarkan SPM.

Pasal 2

(1) Hibah adalih salah satu bentuk instrumen bantuan bagi pemerintah dacrah, baik
berhentuk wang, arang dan jass vang dapat diberikan Pemerintah, Pemerintah
Dacrah lain1ya. Perusahaan Dacrah, Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan,
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(2) Hibah dapa. diberikan dalam benluk vang. barang dan jasa sebogal berikul

a. Iibah dalam bentuk wang dianggarkan oleh PIPKD dalam kelompuok belanja
tidak langsung dan disalurkan melalui transfer dana kepada penerima hibah.

Hibah ciafam bentuk barang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan
olch SKPD dalam kelompok belanja langsung. Proses pengadaan barang
terschut dilakukan aleh SKPT) sesuai dengan peraturan perundang-undangan
dan selanjutnya. hasilnya diserahkan kepada penerima hibah dengan terlebih
datmulu dilakukan penghapusan aset,

Hibah dalam bentuk jasa dianggarakan dalam bentuk program dan kegiatan oleh
SKPD dalam kelompok Belanja Langsung, dilskukan melahii kegiatan SKPD
herkenaan, sesuai dengan peraturn pensndang-mdangan

Pasal 3

Pemborian hibah dalam bentuk uang fdana transfer) dipertanggungjawabken oleh penerima
mibah dalam bentuk tanda terima uang berikl peruntukan pengeanannya. Se
pemberian ital dalam bentuk barang, pereadsannya diperiangungjawankan olch SKPD
sesual dengan peraturan perund gan. Dalam p va kepala penerima hibah
dibukiikn dalam heatuk berita acara serah terima barang.

Pasal 4

Penerimaan hibah adalah

o Instansi Vertikal (TMMD, Pengame araan pilkada oleh

KPUD
b, Organisasi Semi Pemerintah { PMI, KON Pramuka, Korpri dan PEE)

©. Organisasi Non Pemerintah ( Ormus dan L5M)

Pasal §

Kriteria Bentuan Hibah.
a. Kemendesakan dan penyelesaion musalah yang dibadap (phasing out)
b. Kepentingan langsung hagi masyarakat dan lemhaga.

c. Hibah dimaksud dapat menumbultkan peran serta masyrakal dlau s
peran serta masyaraka.

4 Hihah yang bessifat fisik agar dioptimalkan penpgumaannys hanya unttk pembangunan
fisik, sedangkan biaya persiapan, percncanaan, pengawasen dun pojak menjadi
tanggungjawab pencriman hibah.

e Hibsh untuk pembangunen pedung difksonaken dintas lahan milik sendini, vang
ditujukan dengan Tampiran setifikat tanah
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finergisitas dengan Visi, Misi Bupati perinde 2006 - 2011 serin lidak bersifar

mengambil alil tanggungjatvab (rake over of responsifhility)

& Menunjang program prioritas nasinal
Pasal b

Prosedur Permohonan dan Pencairan Belanga Hibah ¢

Belanga bantua s hibah yang bersifa non fisik

1) SKPD perencena bantuan hibah menyusun jadwal segiatan penyaluran dana dan
memberitathukan kepadn pencrima hibah mengenai kelenghapan  persyaratan
pencairar duna;

) Penerima hibah mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bupati yang
diketahui oleh Kepala DesaKepula Kelurahan, Camat, Kepala Bagian Sosial dan
Unit Kerja SKPD terkait dilampiri

4. Tropesal heserta kelengkapan adiministeasinya
b, Renesna penggunaan hibah:

Kuila 1si bermaterai cukup;

. Folo zopy buky reken
fiihah

g bonk pada PL. ank Jumbi atas nama penefima

Vot copy Kortu Penduduk penerima hibih

Sural pemyataan vang menyatakan bahwa hibah yan: akan diterima
dipergunakan untuk keperluan scsuni demgan PANgAJuan rencand penggunsan,
bermelerai Rp, 6000 (Enam ibn rupiah); dan

Kelengkapan Administrasi lainnya,

w

3 Kepala SKPD penyedin mnggamn memerintahkan Bondahara Pengeluaran
membuat  Surat Permintasn  Pembayaran Langsung  (SPP-LS),  Pejabat
Penatansahagn Keuangan (PPK). meneliti kelenghapan, persyaratan administrast
sesai dengan betentuan yang berlaku. Seelzh dinyatakan lengkap bar diajukan

wna Anggaran untuk mendapat persstujuan,

SPP-LS besertn kelengkapan administrasi setelah diteliti oleh PPR sesuni dengan
Kelentuan yang berloku dibuat SPM digjuken kepada Pengeuna Anguaran unfuk
ditandatangani.

i oleh Penpouna
DPPKD) untuk

) SPP-LS lembar ketiga dan SPM yang sudah dilandatang
Anggaran dikiim kepada Kuase BUD (Midang Belania p
diterhitken SP21)

Kuasa BUD/Rank Jambi Cabang; Sarolangun mentransier G dari rokening

[0}
Kas Umum Daerah ke rekening penerima hitab

) Pencrima hibah penuh terhadop banwan hibah
baik administrasi dan keusngan sesuai peraturan perundang-undangan. yang
herlaku.

&)  Penerima hibuh it Taporan jawahan alas

pengguncan dona banwan ferschut kepada Bupai demgan temhusan kepada
DPPKD, Inspekinral sctelah kegiatan dilaksanakan sesuai dengan reneana.




) Kepala unit kerja SKIND serta SKPD terkait mengadakan menitoring dun evaluasi
tentang pelaksanaan bantuan hibah,

1) Dalam hal belanja bantsan sosial yang bersifat u
proposal penerima bantuan diajukan kepada Bup
persetujusn.

Pasal 7

e

Belanjn Bantuan Hibah yang bersifat fisilc

1) Pencrima hikah mengajukan permohonan pencairan dana kepade Bupad yang
diketahui aleh Kepala unit Kerja SKPI terkait dilampiri ©

a. Propodal beserta kelengkapan administrsinya (termasuk RAB dan Gambar)
yang ¢ iketahui Dinas Pekerjaan umum.

b. Rencana penggunsan bantuan hibah;

e Kuitar si bermaterni cukup:

d. Foto Copy bukn rekening bank PT. Dank Jambi atas nama penerima hibah:

e Foto Copy Kartu Penduduk pencrima hibah:

I Sual Penyalaan yeng menyatakan bahwa hibah yang akan diterima

diperpunakan unluk keperluan sesui dengan pangajusn rencana pengeunaan,
bt erai R, G000.- Fiam it rapiah |

¢ Kelenskapan administrosi lainnya

) Kepala SKPD penyedia angearan memerintahi
membuat  Surat  Permintaan  Pernbayaran P-LS}  Pejabat
Pentavsahzan Kevangan (PPK) meneliti kelengkanan, persyaratan admibistrasi
sesuai dengan ketentuan yang berlaki, Setelah dinyatakan lengkap har dinjukan
kepada Pengguna Anggaran untuk mendapat persetujuan,

Pengeluaran

31 SPP-LS heserta kelengkapan administrasi setelah diteliti oleh PPK. sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dibust SPM, digjukan kepada Penggums Anggaran untuk

4) SPP-LS lembar ketiga dan SPM yang sudah ditandatangani oleh Pengguna
Anggarm dikirim kepada Kuasa BUD (Bidang Belanja pada DPPKD) untuk
unterbitkan 524,

5y Penerima hibah mengambil SP2D (Bidang Helanja pada DPPKD) dengan
menyerahlan foto comy KTP sati lembar dan foto copy rekening hank.,

oy SP2D dicaickan ke rekening pen a hibah yange hersangkutan pads 177 Bank
nggn. s

Jumbi Cabang Sarc

haniuan
penindang-

7) Penerima hibah berlangpungiawab penuh terhadap
keuangan, baik admi
undangan yang berlaku,

8 Pencrima bibah i paikan lapocan py
gt batisen Vet kepuds, Bopafi doogas [hmidsn k:plda
DPPKD, Inspektorat setclah dilaksanakan sesuai dengan rencana

%) Kepala SKPD serta SKPID ferkait mengadakan menitoring dan evaluasi ientang
pelaksanain bantuan his



ra teknis mengalam kesalil
ndist snsial ekonomi 3

Pencairan dana hibah kepada perscosangan apahila s
bank dengan pestimbangan domisili, jumioh bantuar.,
melalui rekening hendahara pengeluaran dengan mekanisme SPP-UP,

Pasal9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur
lebih lanjut melalui Peramran/Surat Edaran Bupati

Pasal 16

1ja bantuan

erkaitan dengan pengelolaan el
i ini din p

Pada saat peraturan ini ditetapkan, semua peraturan Bupai yar
 wibah sepanjang, belum diganti dan tidalc bertentangan de

Pasal 11

Peraturan Bugati ini mulai berlaku sejal: tangeal 1 Januari 2008
Agar setiap orang i intahl
dalam Berita Dacrah Kabupaten Saralangun

peraturan Bupat inf dengan penempatimnya

Ditetapkan di Sarolangun
ada tanggal %o Juli 2008

BUPATI SAROLANGUN 7 o
7
S pes

H.HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di - Sarolangun
Padatanggal @ 3¢ Juli 2008
SEKRETARIS DAERAH
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Peiibina |
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